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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Prosedur Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam
Penyelesaian Perkara Wanprestasi. Dalam proses peradilan suatu perkara wajib melalui proscs
mediasi, hal ini dikuatkan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor | Tahun 2016. Sebehmm'ellhliplmmediuimpﬂ‘kymgbapam&pumnilih
uﬁnﬁmmﬁfﬂmmm&mmmﬁnjwmsm@m
ditunjuk oleh majelis hakim yang menangani peckara. Pihak yang dapat bertindak sebagai mediator
adalah hakim yang berada di pengadilan atau pihak huar yang ifikat sebagai mediator. Proses
mediasi harus berpedoman pada prosedur pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor | Tahun 2016. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui
dan menganalisis prosedur pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim pada perkara wanprestasi
unﬂmdmmmlnuqlhh mediasi oleh Mediator Non Hakim terbadap
penyelcsaian perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/ PN Sbw sudah sesuai atau
tidak dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor ! Tahun 2016. Penelitian ini merupakan
penclitisn normatif yang dilakukan dengan menclash kepustaksan dan undang-undang yang
menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual
(Conceptual Aprroach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini adalah bahwa
mmmmmmsnmuwmmhnimw
setda!_lmldnmamdiui. Penggugat telah mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar, sclanjutnya sciclah menyelesaikan proses administrasi penggugat
mmmmhnsmwmmmmmmmm
menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Dalam hal ini para pihak menyerahkan kepada majelis
hakim terkait pemilihan mediator. Saat mediasi berlmgsung, para pihak berhasil mencapai kata
scpakat untuk berdamai. Kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan datam Akta Perdamaian yang
dikuatkan dengan Putusan Hakim. Prosedur mediasi di pengadilan telah diatur secara rinci dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor | Tahun 2016. Pada perkara dengan Nomor 56/Pdt.G2022/PN
s-.mmmmammmomummm.mmnsi
tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Meﬁasidihgnﬁhn&lnpcﬁnidmp&*bﬂhaﬂmﬂwmdmiymg

Kata Kunci : Mediator Non Hakim, Prosedur Mediasi, Wanprestasi

Xi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya kehidupan manusia akan terus berkembang seiring
berjalannya waktu, perkembangan tersebut akan berimbas pada semua sektor
kehidupan, termasuk perkembangan pada sektor kebutuhan-kebutuhan manusia.
Dalam menjalani perkembangan kehidupan, manusia tidak dapat menghindari
permasalahan. Manusia dalam hidupnya akan menghadapi suatu permasalahan
dengan manusia lainnya. Perihal itu mampu diakibatkan oleh berbagai macam
perihal, sepertihalnya contoh perbedaan pemikiran terhadap suatu hal, perbedaan
kepentingan, dan lain-lain. Fenomena tersebut merupakan hal yang wajar karena
manusia tercipta sangat beragam, baik dari sifat serta kepribadiannya ataupun latar
belakang lingkungan masing-masing.

Dengan beragam perbedaan tersebut pada akhirnya manusia akan
menghadapi perselisihan dengan manusia lainnya. Dalam menyelesaikan suatu
permasalahan, manusia memerlukan bantuan manusia lain karena pada hakikatnya
manusia adalah mahkluk sosial. Manusia tidak akan mampu untuk menyelesaikan
permasalahannya apabila permasalahan tersebut diluar kemampuan mereka. Oleh
karena itu, mereka membutuhkan bantuan manusia lain yang mampu membantu
menyelesaikan permasalahan yang mereka dapatkan. Manusia pada umumnya akan
menunjuk kuasa hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang sedang

mereka hadapi.



Kuasa hukum akan membantu klien nya untuk melakukan tindakan-
tindakan hukum. Saat menunjuk kuasa hukum, berarti akan terdapat sebuah
perjanjian atau kesepakatan mengenai biaya perkara. Biaya perkara tersebut
merupakan bayaran atas jasa yang diberikan oleh kuasa hukum terhadap kliennya.
Berbicara mengenai pembayaran biaya perkara yang dilakukan oleh manusia untuk
menunjuk kuasa hukumnya, tidak akan terlepas dari sebuah perjanjian yang
dilakukan kesepakatan oleh dua belah pihak. Perjanjian erat hubungannya dengan
perikatan karena secara hukum salah satu sumber dari perikatan adalah perjanjian.

Dalam bahasa Belanda “Hukum Perikatan” diketahui sebagai “verbintenis”
atau sebutan lainnya pada bahasa Indonesia yakni “Hukum Perutangan”. Hukum
perikatan sesungguhnya memiliki makna semua perikatan yang ada pada buku ke-
3 KUH Perdata Indonesia. Namun, adanya sebutan “hukum perutangan” dapat
menyebabkan miskonsepsi, istilah hukum perutangan memang dapat ditafsirkan
sebagai suatu hukum perikatan yang terdapat pada buku ke-3 KUH Perdata. Akan
tetapi sebutan hukum perutangan dapat dimaknai lebih sempit, yaitu hanya
mengatur mengenai utang piutang saja.

Dalam pelaksanaanya perjanjian atau kontrak masih dipahami berbeda-
beda. Burgerlijk Wetboek (BW) memaknai sebutan overeenkomst serta contract
dalam definisi yang serupa. Perihal tersebut mampu dilihat dari judul Buku IIT titel
Kedua yang berkaitan dengan “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau
Perjanjian” atau dalam bahasa Belanda disebut “Van verbintenissen die uit contract

of overeenkomst geboren worden”. Subekti memandang sebutan “perjanjian” dan



“kontrak” dengan perspektif yang berbeda. Baginya, perjanjian mencakup situasi
di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain, atau bisa dikatakan sebagai
kesepakatan antara dua individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
Sementara itu, kontrak mempunyai definisi yang lebih terbatas dikarenakan fokus
pada perjanjian ataupun persetujuan yang dicatat dengan cara tertulis. Sesuai
dengan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai tindakan dimana satu
individu ataupun lebih mengikatkan dirinya kepada satu individu ataupun lebih.!

Pada prinsipnya, suatu kesepakatan atau perjanjian mengikat seluruh pihak
yang ikut serta dalam pembuatannya. Maka dari itu, dari segi hukum, perjanjian
menjadi salah satu sumber kewajiban. Tingkat keberlakuan suatu perjanjian setara
dengan kekuatan hukumnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUH Perdata jika tiap-tiap kesepakatan yang sah dibuat hendak mempunyai
keberlakuan yang mana UU untuk pihak yang berkaitan.? Perjanjian memiliki peran
krusial selaku sebuah pengatur korelasi diantara 2 pihak ataupun lebih. Secara
keseluruhan perjanjian berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan para
pihak yang terikat perjanjian.

Perjanjian akan mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terikat secara
jelas untuk menghindarkan adanya penafsiran ganda atau kelalaian yang dapat
berakibat merugikan salah satu pihak. Selain itu perjanjian juga berperan penting
dalam mengamankan transaksi komersial. Pada dunia bisnis perjanjian digunakan

dalam rangka mengatur pembelian, penjualan, kerjasama, dan transaksi lainnya.

! Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial, Cet.Pertama, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010) hlm. 13-14

2 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) him. 1



Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para pelaku bisnis. Namun, dibalik
suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang diciptakan oleh para pihak, tersimpan
risiko yang dapat dihadapi, salah satunya adalah Wanprestasi.

Wanprestasi merujuk pada pelanggaran perjanjian antara kedua belah pihak.
Dalam konteks wanprestasi, terdapat konsep yang dikenal sebagai pelaksanaan
prestasi substansial. Konsep ini menyatakan bahwa suatu tindakan wanprestasi
dapat dianggap terjadi jika prestasi yang tidak dipenuhi tersebut memiliki
signifikansi atau  kepentingan substansial dalam perjanjian tersebut.
Ketidakpenuhan prestasi yang memiliki signifikansi atau substansial juga dapat
disebut sebagai pelanggaran materiil terhadap perjanjian. Dengan kata lain,
menurut doktrin ini, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian yang
bukan merupakan pasal-pasal pokok atau substansial belum dapat dianggap sebagai
wanprestasi. Mengenai ketentuan yang mengatur suatu hal yang substansial dalam
wanprestasi sangatlah relative dan subjektif.

Definisi mengenai wanprestasi juga ditemukan pada KBBI, yang memberi
penjelasan jika wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak,
umumnya pada suatu perjanjian, tak memenuhi kewajiban dengan baik karena
kelalaian. Landasan hukum terkait wanprestasi dimuat pada Pasal 1338
KUHPerdata yang menyatakan bahwa seluruh persetujuan yang diciptakan selaras
terhadap hukum yang berlaku menjadi UU untuk pihak yang terlibat. Hal ini dapat
dimaknai sebagai kondisi dimana wanprestasi merupakan kebalikan dari prestasi.
Apabila berbicara tentang pencapaian, para pelibat akan mematuhi atau

menjalankan ketentuan perjanjian. Namun, pada situasi ketidakpatuhan, salah satu



dari mereka tidak mematuhi atau tidak menjalankan isi perjanjian yang telah
disepakati sebelumnya. Dalam bahasa Inggris wanprestasi disebut dengan istilah
“default” atau “non fulfilment” atau “breach of contract”.

Dampak timbulnya wanprestasi ialah tanggung jawab debitur untuk
membayar kompensasi kerugian (penggantian rugi). Jika satu pihak melakukan
wanprestasi, hal tersebut juga berpotensi menyebabkan pihak lain berhak
mengajukan permohonan atau klaim pembatalan kontrak. Berdasarkan keputusan
Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 21 Mei 1973 Nomor 70/HK/Sip/1972,
disampaikan bahwa bila salah satu pihak melanggar perjanjian dengan tidak
memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak lain (pemberi kredit), maka pihak
yang mengalami kerugian berhak menuntut pembatalan perjanjian. Pasal 1238
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa pihak
yang berutang dianggap lalai, jika telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau
akta serupa, atau demi perikatan sendiri, yaitu jika pihak yang berutang menetapkan
bahwa dianggap lalai jika melewati batas waktu yang telah ditentukan®.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
wanprestasi debitur terjadi setelah menerima somasi. Oleh karena itu, surat
pemberitahuan atau somasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk
menentukan kapan debitur dianggap wanprestasi. Somasi merupakan peringatan
kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian

yang telah disampaikan oleh kreditur. Dalam somasi, kreditur menyatakan

3 Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



keinginannya agar perjanjian dilaksanakan dalam batas waktu yang ditentukan.*
Pihak yang dirugikan dapat menempuh langkah-langkah hukum selanjutnya
apabila somasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Pertama, pihak yang
dibuat rugi mampu mengambil langkah gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan ini
berisi klaim dan bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilakukan berupa wanprestasi
oleh pihak yang menerima somasi. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan
argumen yang disajikan sebelum mengambil keputusan. Kedua, pihak yang
dirugikan dapat mengambil langkah mediasi atau konsiliasi. Sebelum atau selama
proses peradilan, pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba mediasi atau konsiliasi.
Ini adalah upaya untuk mencapai kesepakatan diluar pengadilan melalui bantuan
mediator atau konsiliator yang netral. Tujuan dari mediasi ini sendiri adalah sebagai
bentuk upaya menyelesaikan permasalahan tanpa harus melalui proses peradilan
yang lebih panjang. Ketiga, pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah berupa

penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Jika terdapat klausul atau ketentuan dalam kontrak yang menyatakan untuk
menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang akan terjadi
kedepannya, pihak yang merasa dibuat rugi dan pihak yang menerima somasi dapat
memutuskan untuk menuntaskan sengketa lewat arbitrase. Arbitrase merupakan
proses penuntasan sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbiter netral untuk
mengeluarkan keputusan yang mengikat. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh

apabila menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase, salah satunya adalah

4 Nanda Amalia, Hukum Perikatan, (Aceh : Unimal Press, 2013), him. 31



proses dan hasil persidangan akan dirahasiakan, dalam arti lain tidak akan menjadi
sajian untuk publik. Terakhir, pihak yang dirugikan dapat mengambl tindakan
hukum lainnya seperti melakukan pelaporan kepada lembaga pengawas atau
otoritas terkait, mengajukan permohonan eksekusi jika putusan pengadilan telah
diberikan namun tidak dipatuhi, atau mengajukan banding jika putusan pengadilan

tidak memihak. Hal ini tergantung pada jenis kasus dan hukum yang berlaku.

Pertimbangkan untuk melakukan mediasi terhadap perkara yang telah
terdaftar di pengadilan, di mana hakim memiliki tanggung jawab untuk
mengupayakan mediasi sebelum memasukkan perkara ke dalam tahap persidangan.
Mediasi merupakan metode penyelesaian yang melibatkan para pihak yang bertikai
atau berselisih, yang sepakat untuk melibatkan pihak ke-3 yang netral selaku
mediator. Saat ini, mediasi selaku metode penuntasan sengketa diluar pengadilan
tidak hanya diterapkan oleh pihak-pihak yang berselisih, tetapi juga diintegrasikan
oleh pengadilan selaku bagian dari tahapan dalam menyelesaikan sengketa.®
Penyelesaian konflik melalui metode Mediasi, yang saat ini diterapkan di
lingkungan peradilan, memiliki ciri khas tersendiri, yakni dilakukan setelah perkara

terdaftar di pengadilan (Terhubung dengan pengadilan).

Meneliti asal-usul lembaga Mediasi dapat dianggap sebagai hal yang sangat
diinginkan untuk mencapai prinsip peradilan yang cepat, mudah, dan ekonomis jika

berhasil diimplementasikan. Dengan mempertimbangkan dasar hukum Mahkamah

> Salim, Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)
hlm. 154
6 Ibid., hlm. 156



Agung Republik Indonesia, pihak-pihak diharuskan guna melaksanakan tahapan
Mediasi sebelum hakim memutuskan perkara lewat Peraturan MA No. 1 Tahun
2016 yang berkaitan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan. Harapannya, proses

Mediasi dapat mengurangi akumulasi jumlah perkara..

Mediasi dianggap sebagai solusi penyelesaian konflik yang lebih efisien
serta ekonomis jikalau dilakukan perbandingan dengan jalur litigasi. Di sisi lain,
diterapkannya mediasi diharapkan dapat memperluas kemungkinan bagi pihak-
pihak terlibat untuk merasakan keadilan. Untuk meningkatkan efektivitas ketentuan
tersebut, Mahkamah Agung (MA) kemudian menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2002
yang menekankan Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan
Lembaga Damai (sebelumnya Pasal 130 HIR/154 Rbg), yang setelah itu digantikan
oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 pada tanggal 11

September 2003 mengenai Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

Proses penyempurnaan terus dilakukan hingga diterbitkannya Peraturan
MA No. 1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Tata Cara Mediasi di Pengadilan,
dikarenakan dianggap bahwa kebijakan terdahulu belum maksimal. Disamping itu,
penerapan Peraturan MA dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa Mediasi
ialah bagian dari prosedur yang lebih efisien serta ekonomis. Proses ini pun
memberi peluang kepada pihak yang terlibat dalam konflik untuk meraih keadilan

ataupun penuntasan yang memberikan kepuasan terhadap sengketa yang mereka



hadapi.”

Namun, dihadapkan pada realitas dalam lapangan yang membuktikan jika
100% dari keputusan Pengadilan berwujud keputusan konvensional yang
berorientasi pada menang ataupun kalah (victory or defeat), jarang dijumpai pada
praktik keputusan yang menghasilkan kemenangan bagi semua pihak (win-win
solution). Oleh karena itu, diperlukan kejujuran, keterampilan, dan komitmen
hakim untuk meredakan konflik antara para pihak. Mediasi menjadi bagian dari alat
efektif dalam penuntasan sengketa yang membawa berbagai macam manfaat serta
keunggulan. Beberapa kelebihan memakai metode mediasi meliputi kemampuan
untuk menyelesaikan sengketa dengan solusi yang menguntungkan semua pihak
karena pada dasarnya penyelesaian sengketa perdata yakni mencapai perdamaian,
penggunaan periode yang tak berkepanjangan, penghematan biaya, pemeliharaan
hubungan antara dua individu yang sedang berselisih, dan mencegah masalah

mereka dari paparan publik yang berlebihan.

Mediasi memberikan manfaat tidak sekedar terhadap pihak-pihak yang ikut
serta pada perselisihan, tetapi juga menyumbang sejumlah keuntungan untuk sistem
peradilan. Proses mediasi dapat mengurangi risiko peningkatan total perkara yang
dilakukan pengajuan ke Pengadilan. Dengan berbagai macam penuntasan lewat
mediasi, secara otomatis terjadi pengurangan akumulasi kasus di Pengadilan.
Pengurangan total perkara yang masuk ke Pengadilan mampu mempermudah

pengawasan terhadap kemungkinan keterlambatan ataupun upaya sengaja untuk

7 Hari Widiyanto dan Waluyo Sudarmaji, Hukum Acara Perdata, Cet. Pertama,
(Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2021), hlm. 46
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memperlambat proses pemeriksaan suatu kasus demi tujuan yang tidak bermoral.

Penyelesaian tahapan mediasi wajib dilakukan dengan periode maksimal 30
hari kerja setelah pemilihan ataupun penentuan penunjukan mediator. Jika semua
pihak menyetujui, periode tersebut bisa dilakukan perpanjangan menjadi 30 hari.
Jikalau mediasi sukses, kesepakatan lengkap dengan klausa pencabutan perkara
ataupun pernyataan perkara harus diselesaikan pada sidang. Setelah itu, Majelis
Hakim hendak mengesahkan kesepakatan tersebut selaku akta perdamaian. Namun,
jika mediasi gagal, mediator bertanggung jawab melaporkannya secara tertulis
kepada Majelis Hakim. Kegagalan ini mengakibatkan Majelis Hakim melanjutkan
proses perkara. Oleh karena itu, hasil kesepakatan atau kegagalan dalam mediasi
menjadi faktor utama dalam menilai efektivitasnya, dan untuk mencegah

penumpukan perkara di pengadilan.®

Jika pihak-pihak tidak memilih mediator, keputusan tentang siapa mediator
yang akan ditunjuk untuk melakukan mediasi akan ditetapkan secara langsung oleh
majelis hakim. Menurut pandangan M. Yusuf, efektivitas proses mediasi tidak
hanya bergantung pada peran mediator, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif
dari semua pihak yang terlibat, baik penggugat ataupun tergugat. Kesuksesan dalam
mediasi sangat tergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan
konflik dengan damai, selain dari niat baik mereka. Dalam konteks ini, mediator
diuji untuk menyajikan penyelesaian yang memberikan keuntungan terhadap dua

belah pihak (win-win solution). Mediator perlu menjadi inisiator yang mampu

8 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Cet.
Kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 53
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menemukan kesamaan keinginan diantara pihak-pihak yang memiliki sengketa,
alhasil permasalahan mampu diselesaikan secara damai serta tidak melibatkan

proses litigasi di pengadilan. °

Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediator merujuk
kepada Hakim ataupun individu lainnya yang telah memperoleh Sertifikat Mediator
dan berperan selaku pihak netral yang memberikan bantuan kepada Para Pihak pada
tahap perundingan, dengan tujuan mengeksplorasi bermacam-macam opsi
penuntasan sengketa tanpa harus mengambil keputusan atau menegakkan
penyelesaian secara paksa. Dapat diartikan mediator bukan hanya berasal dari
profesi hakim, tetapi juga mediator mampu berasal dari pihak lainnya yang

bersertifikat mediator (Mediator Non Hakim).

Mediator non hakim dalam bahasa hukum merujuk pada seorang
profesional yang bertindak sebagai perantara atau fasilitator dalam penuntasan
sengketa diluar sistem peradilan formal, yang tidak memiliki wewenang hukum
untuk memberikan putusan hukum atau memaksakan keputusan. Mediator ini harus
menjunjung tinggi prinsip netralitas, yang berarti mereka tidak boleh memihak
kepada salah seorang pihak ataupun mempunyai kepentingan pribadi dalam hasil
mediasi. Mediator non hakim juga bertindak sesuai dengan prinsip konfidensialitas,
menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diberikan oleh pihak-pihak ketika

dilaksanakannya mediasi, kecuali jika diperlukan oleh hukum atau ada persetujuan

® Sri Puspitaningrum, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan”, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15, Nomor 2, 2018. Universitas 17 Agustus 1945,
Semarang, hlm. 18
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tertulis dari seluruh pihak yang berkaitan.'?

Peneliti pada meneliti penyusunan skripsi ini menggunakan kasus dari
Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw. Dalam
putusan tersebut terjadi kasus wanprestasi antara Surahman. MD, S.H., M.H.,
Suhartono, S.E., S.H., dan Muhammad Yusuf Pribadi, S.H. selaku Penggugat. Para
penggugat merupakan seorang advokat yang bekerja di kantor Advokat/Pengacara
SS & Partners yang beralamat di Jalan Bungur Nomor 19 Sumbawa Besar, Nusa
Tenggara Barat. Para tergugat tersebut dalam perkara ini berlawanan dengan
Muhammad Tayeb selaku Tergugat. Tergugat merupakan seorang anggota DPRD
Kabupaten Sumbawa dari Partai Berkarya yang beralamat di Kantor DPRD
Sumbawa Jalan Lintas Simbawa-Bima KM 5, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini
bermula saat Tergugat terjerat kasus hukum dan pada tanggal 6 Desember 2021
Tergugat menunjuk para Penggugat sebagai kuasa hukum. Saat itu juga para pihak
bersepakat mengenai biaya penanganan perkara sebesar Rp 50.000.000 (Lima
Puluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran awal dan akan dibayarkan kembali Rp

265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah perkara selesai.

Pada 5 Januari 2022, hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menyatakan
tidak berwenang untuk emeriksa serta mengadili perkara a quo dan memberikan
pernyataan gugatan yang tak mampu diterima. Berdasarkan hasil tersebut Tergugat
Muhammad Tayeb berhasil memenangkan perkara tersebut. Namun, seiring

berjalannya waktu Tergugat tidak membayarkan sejumlah nominal uang yang telah

10 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor I Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 47
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disepakati sebelumnya dengan Penggugat. Penggugat juga telah memberikan
somasi kepada Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan respon yang baik. Maka
dari itu, Penggugat melakukan pengajuan gugatan wanprestasi ke Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar. Saat persidangan berlangsung, kedua belah pihak akhirnya
bersepakat untuk mengakhiri perkara pada proses mediasi. Tergugat bersedia untuk
membayarkan sejumlah nominal uang yang disepakati sebelumnya secara berkala.
Perdamaian tersebut juga dituangkan pada akta perdamaian serta dikuatkan oleh

adanya putusan hakim.

Berlandaskan atas penjabaran yang sudah dijabarkan diatas, permasalahan
diatas menarik guna dilaksanakan riset hukum ataupun skripsi terhadap
pembahasan tersebut yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator

Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan atas penjabaran latar belakang sebelumnya, alhasil masalah

yang dijabarkan dalam riset skripsi ini yakni dibawah ini:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi oleh Mediator Non Hakim pada
perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw?

2. Apakah pelaksanaan mediasi oleh Mediator Non Hakim pada penyelesaian
perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sbw sudah

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?
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C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan atas isu hukum sebelumnya, alhasil tujuan serta kegunaan

riset mampu dijelaskan sepertihalnya dibawah ini:

1. Guna menyelidiki serta melakukan analisa prosedur pelaksanaan mediasi
oleh Mediator Non Hakim pada perkara wanprestasi pada Putusan No.
56/Pdt.G/2022/PN Sbw

2. Guna menyelidiki serta melakukan analisa apakah mediasi oleh Mediator
Non Hakim terhadap penyelesaian perkara wanprestasi pada Putusan No.
56/Pdt.G/2022/PN Sbw sudah seleras atau tidak terhadap Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

Hasil riset proposal skripsi ini harapannya mampu memberikan manfaat

dengan cara teori serta praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis :
Hasil riset ini harapannya mampu memberi tambahan wawasan ataupun
pemikiran dari segi teoritis guna mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan
dengan prosedur penyelenggaraan mediasi oleh mediator non hakim dalam
penyelesaian perkara wanprestasi.
b. Secara Praktis :
1) Terhadap Pemerintah :
Oleh adanya riset ini, harapannya pemerintah mampu memberikan masukan

terhadap pengadilan guna lebih menekankan terhadap penggunaan
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Mediator Non Hakim pada tahapan mediasi di pengadilan.

2) Terhadap Pengadilan :
Oleh adanya riset ini, harapannya pengadilan mampu memberi perhatian
lebih terhadap penggunaan Mediator Non Hakim pada tahapan mediasi di
pengadilan.

3) Terhadap Masyarakat umum :
Leh adanya riset ini, harapannya mampu memberikan wawasan untuk
khalayak terkait Mediator Non Hakim. Sehingga apabila suatu saat
masyarakat dihadapkan pada proses pengadilan, masyarakat dapat
mempertimbangkan menggunakan Mediator Non Hakim untuk membantu
menyelesaikan masalah mereka.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berlandaskan atas judul skripsi yang diangkat oleh periset, alhasil ruang
lingkup riset skripsi ini hanya membahas mengenai prosedur penyelenggaraan
mediasi oleh Mediator Non Hakim pada perkara wanprestasi dan apakah prosedur
mediasi oleh Mediator Non Hakim pada perkara wanprestasi pada Putusan No.
56/Pdt.G/2022/PN Sbw telah selaras terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2016.

F. Kerangka Teori

Penulis dalam membahas dan menganalisis permasalahan dalam skripsi ini,

menggunakan teori :
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1. Teori Perjanjian

Menurut R. Subekti, suatu keadaan terjadi saat salah seorang pihak
menjalankan sebuah perjanjian dengan pihak lainnya untuk menyesuaikan tindakan
atau hal tertentu. Aturan mengenai perjanjian tercantum dalam pasal 1313
KUHPerdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan dimana seseorang
ataupun lebih mengikatkan diri kepada satu individu ataupun lebih. Berdasarkan
regulasi ini, timbul konsekuensi hukum sebagai hasil dari perjanjian, menciptakan
keterikatan diantara pihak yang satu terhadap pihak lainnya setelah perjanjian
terjadi. Pada perjanjian, pihak-pihak memiliki hak serta tanggung jawab yang

masing-masing wajib dilaksanakan selaras terhadap kesepakatan yang disetujui.

Perjanjian ialah sebuah kejadian hukum dimana satu individu berkomitmen
terhadap individu lainnya untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu
tindakan. Menurut Fuady, pandangan-pandangan mengenai kesepakatan telah
banyak diberikan, dan setiap definisi bergantung pada elemen-elemen krusial dalam
kesepakatan yang dianggap signifikan, kemudian elemen tersebut menjadi fokus

utama dalam definisi tersebut.

Ketentuan yang dijelaskan pada KUH Perdata sekedar berfungsi sebagai
pelengkap perjanjian. Ini berarti hendak berlaku jika pihak-pihak yang
berkomitmen tak menginkorporasikannya kedalam isi perjanjian, pengecualian
terhadap ketentuan yang mempunyai sifat memberikan paksaan dan harus ditaati
dalam perjanjian. Dikarenakan hukum perjanjian pada KUH Perdata mempunyai

sifat terbuka, para pihak memiliki kebebasan guna memutuskan apakah akan
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menggunakan atau mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan. Mereka diberi
kebebasan untuk merancang isi perjanjian mereka sendiri; namun, jika mereka tidak
melibatkan aturan sendiri dalam perjanjian, maka dianggap mereka telah memilih

mengikuti ketentuan yang telah diuraikan pada KUH Perdata.!

Secara mendasar perjanjian yakni hasil kesepakatan dari dua belah pihak,
perihal tersebut mempunyai tujuan supaya memang isi perjanjian yang dibuat
sesuai khendak para pihak tanpa intervensi dari pihak lain. Maka dari itu pihak-
pithak dalam menciptakan perjanjian wajib sejalan dengan ketetapan-ketetapan
hukum yang telah ditetapkan, agar nantinya produk perjanjian tersebut tidak
merugikan salah satu pihak. Perjanjian dibuat harus tanpa paksaan dari pihak
manapun dan memang sesuai dengan khendak atupun kepentingan para pihak yang

berjanji.

2. Teori Wanprestasi

Menurut Subekti, wanprestasi berlangsung pada saat pihak yang berutang
tak memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan. Wanprestasi pun mampu
didefinisikan selaku tindakan melanggar janji yang dilaksanakan oleh salah satu
pihak yang tak menjalankan kewajibannya dalam perjanjian. Menentukan kapan
individu melakukan wanprestasi pada perjanjian tidaklah mudah, dikarenakan
sering tak dijelaskan secara rinci kapan pihak tersebut harus melaksanakan prestasi

yang telah dijanjikan. Dalam kasus di mana debitur tidak melakukan tindakan, akan

11 Hetty Hassanah, Aspek Hukum Perdata di Indonesia, (Yogyakarta : Deepublish, 2014),
hlm. 98
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lebih mudah untuk menentukan kapan wanprestasi terjadi, yaitu ketika debitur

melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. '?

Prestasi debitur dalam bentuk tindakan akan dianggap sebagai wanprestasi
jika telah melewati batasan periode yang telah ditetapkan pada perjanjian, selaras
terhadap Pasal 1238 KUHPerdata. Jika batas waktu tidak spesifik, kreditur perlu
mengirim surat peringatan atau somasi tertulis kepada debitur untuk menyatakan
bahwa wanprestasi telah terjadi. Somasi menjadi kewajiban yang harus dilakukan
okeh kreditur, karena untuk menentukan terjadinya wanprestasi harus didahului

adanya somasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.

Wanprestasi dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, yaitu keadaan
memaksa dan karena kesalahan debitur. Keadaan memaksa merupakan kondisi
ataupun kejadian yang tak mampu diperkirakan kapan terjadinya, alhasil membuat
debitur terhalangi guna melaksanakan prestasinya. Sedangkan wanprestasi
dikarenakan kesengajaan atau lalai menyebabkan akibat hukum yang tidak sama,
yang mana akibat dari kesengajaan debitur akan melakukan gantu rugi lebih banyak

dibandingkan wanprestasi akibat kelalaian.

3. Teori Mediasi.

Mediasi mempunyai dari akar kata Latin, mediere, yang artinya ada di
tengah. Istilah mediasi yang dipakai sekarang ini didapatkan dari Bahasa Inggris,

yakni mediation. Pada KBBI, mediasi didefinisikan selaku langkah-langkah yang

12 Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : Refika Aditama,
2017), hlm. 128
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mengikutsertakan pihak ketiga guna menyelesaikan konflik selaku penasihat.
Seseorang yang beraksi selaku mediator diketahui dengan mediator. Berlandaskan
atas Christper W. Moore, yang mana yang disitir oleh Desriza Ratman, mediasi
merupakan sebuah permasalahan yang mampu dituntaskan oleh pihak ketiga yang
diterima oleh dua belah pihak, adil, tak memihak, dan tak memiliki kewenangan
dalam menciptakan keputusan. Namun, peran mediator dapat mempercepat proses
bagi pihak-pihak yang mempunyai sengketa supaya mampu meraih kesepakatan

bersama terkait permasalahan yang sedang dipertentangkan.'?

Pada Kamus Hukum Indonesia, mediasi didefinisikan sebagai langkah
penuntasan konflik dengan pendekatan damai yang mengikutsertakan bantuan
pihak ke-3 guna mencapai solusi yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat
dalam konflik. Priatna Abdurrasyid menjelaskan mediasi sebagai suatu tahapan
perdamaian di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melakukan
penyerahan penyelesaian masalah terhadap mediator dengan tujuan meraih hasil
yang adil, tanpa mengeluarkan biaya besar, namun tetap efektif serta dapat diterima
oleh semua pihak. Sementara berlandaskan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2016,
mediasi diartikan sebagai metode penuntasan konflik lewat tahapan perundingan
dengan bantuan mediator guna mencapai kesepakatan antara pihak-pihak. Jika

dilihat dari segi lokasinya, mediasi mampu dikelompokkan atas 2 jenis:

a. Mediasi di Pengadilan

Penggunaan mediasi dalam lingkungan Pengadilan telah dikenal sejak

13 Desriza Ratman, Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-
Win Solution, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 133
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waktu yang lama. Sebelum perkaranya diperiksa secara menyeluruh, pihak-
pihak yang memasukkan gugatannya ke pengadilan wajib melibatkan diri
dalam proses mediasi sebagai tahap awal yang harus dijalani.
b. Mediasi di Luar Pengadilan

Media penyelesaian sengketa diluar pengadilan mampu ditemui pada
sejumlah ketentuan aturan hukum, yang menciptakan sebuah badan
penuntasan sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 pun memuat tentang
peraturan yang mengkaitkan praktek mediasi diluar pengadilan yang
memberikan hasil berupa perjanjian. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA
No. 1 Tahun 2016 menetapkan suatu tata cara hukum dalam pembuatan akta
perdamaian dari pengadilan tingkatan pertama berdasarkan perjanjian
perdamaian diluar pengadilan. Tata cara tersebut melibatkan pengajuan
gugatan yang diberikan lampiran dokumen ataupun naskah perjanjian
perdamaian dari pihak-pihak yang melibatkan mediasi ataupun ditunjang
oleh mediator yang memiliki sertifikat. Proses dalam mengajukan gugatan
pastinya dilaksanakan oleh pihak yang mendapatkan kerugian pada

sengketa tersebut. '

Peneliti menggunakan teori mediasi ini dalam rangka membahas dan
menganalisis mengenai prosedur penyelenggaraan mediasi oleh Mediator Non
Hakim pada perkara wanprestasi serta apakah tata cara mediasi oleh Mediator Non

Hakim pada perkara wanprestasi pada Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PN Sbw telah

14 Sophar Maru Hutagulung, Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 67



21

selaras terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

G. Definisi Konsep

Adapun definisi dari konsep yang dipakai dalam riset skripsi ini yakni
dibawah ini:
1. Wanprestasi

Melihat definisi secara hukum, wanprestasi merupakan kondisi dimana
salah satu pihak mengalami kegagalan dalam memenuhi suatu prestasi yang telah
ditetapkan sebelumnya. KBBI pun memberi pengertian mengenai wanprestasi,
yaitu suatu kondisi di mana salah seorang pihak mempunyai prestasi yang buruk
dikarenakan adanya kelalaian. Dasar hukum mengenai wanprestasi termuat pada
Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua persetujuan yang diciptakan
selaras terhadap UU yang ada, selaku UU untuk mereka yang menciptakannya.
Khairandy turut memberikan pemikirannya mengenai definisi wanprestasi, yaitu
wanprestasi merupakan tidak terlaksananya prestasi ataupun tanggung jawabnya
sebagaimana seharusnya yang dilimpahkan dalam kontrak terhadap para pihak.'
Imbas dari timbulnya wanprestasi adalah tanggung jawab untuk debitur supaya
mengganti kerugian (schadevergoeding).

Terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak juga dapat menyebabkan pihak
yang lain mengajukan atau memberikan tuntutan pembatalan perjanjian. Pasal 1238
KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang memiliki utang dianggap lalai, jika ia

telah diumumkan lalai melalui surat perintah atau dengan dokumen serupa, atau

15 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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atas dasar kewajiban kontrak sendiri, yakni jikalau peraturan tersebut menentukan
jika pihak yang berutang diberikan anggapan lalai dengan lewatnya batas periode
yang ditentukan. '°. Berdasarkan aturan yang ada pada pasal tersebut, dapat
disimpulkan bahwa status wanprestasi debitur akan diberlakukan setelah menerima
somasi. Alhasil, surat pemberitahuan ataupun peringatan itu menjadi dasar guna
menetapkan kapan debitur dianggap wanprestasi. Somasi berperan sebagai
himbauan supaya debitur memenuhi tanggung jawabnya selaras terhadap teguran
dari kelalaian yang sudah diinformasikan oleh kreditur. Pada surat peringatan
tersebut, kreditur menginformasikan keinginannya jika perjanjian wajib
diselenggarakan dengan batasan periode yang ditentukan.
2. Mediasi

Mediasi merupakan sebuah usaha penuntasan permasalahan dimana pihak-
pihak yang ikut serta pada perselisihan melakukan kesepakatan guna melibatkan
pihak ketiga yang tidak terikat agar berperan selaku mediator (pendamai). Saat ini,
pengadilan telah mengadopsi mediasi sebagai metode penuntasan sengketa diluar
ruang pengadilan. Penuntasan sengketa lewat mediasi yang sedang diterapkan saat
ini tergabung secara bersinergi dengan proses peradilan.!” Penyelesaian konflik
lewat Mediasi yang saat ini digunakan dalam lingkungan pengadilan mempunyai
karakteristik unik, yakni dilaksanakan setelah kasus terdaftar di pengadilan
(Terhubung dengan pengadilan). Melihat asal-usul lembaga Mediasi dapat

dianggap sebagai langkah yang amat optimal guna merealisasikan prinsip peradilan

16 Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
17 Salim, Loc. Cit
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yang efisien, sederhana, dan hemat anggaran jika berhasil diimplementasikan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan kewajiban untuk semua pihak
untuk menjalani Mediasi sebelum hakim memutuskan kasus lewat Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Tata Cara Mediasi di
Pengadilan, di mana harapannya bahwa proses Mediasi mampu mengurangi total

akumulasi kasus.

Mediasi dianggap selaku usaha menyelesaikan konflik dengan lebih cepat
serta hemat biaya jika dilakukan perbandingan terhadap jalur litigasi. Selain itu,
penerapan mediasi harapannya mampu meluaskan peluang untuk pihak- pihak guna
mencapai keadilan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pasal itu, MA
kemudian menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai (contoh: Pasal
130 HIR/154 Rbg), yang setelah itu digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No. 2 Tahun 2003 pada tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Sampai pada peningkatan Peraturan MA No. 1 Tahun 2016
yang berkaitan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan terjadi dikarenakan
dipersepsikan bahwa ketentuan terdahulu tak mencapai tingkat optimal. Keluarnya
Peraturan MA ini juga didasari oleh pemahaman jika Mediasi menjadi suatu
tahapan yang lebih efisien serta ekonomis, dan mampu memberi peluang bagi
pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai keadilan ataupun

penuntasan yang memuaskan terhadap perselisihan yang dihadapi. '

18 Hari Widiyanto dan Waluyo Sudarmaji, Loc. Cit
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Pedoman pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri merujuk pada
Peraturan MA sebagai dasar. PERMA tersebut memberikan posisi penting kepada
Mediasi dalam prosedur berperkara. Oleh karena itu, penilaian terhadap tingkat
efektivitas Mediasi didasarkan pada hasil kesepakatan dan kegagalan, beserta
faktor-faktor penyebabnya. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1
Tahun 2016 mengatur kewajiban hakim, mediator, serta pihak-pihak terlibat guna
mengikuti penuntasan sengketa lewat Mediasi. Sebagai hasilnya, penyelesaian
melalui Mediasi menjadi bagian dari pemeriksaan di tingkat pertama, menekankan

peranan hakim pada pengadilan tingkat pertama sebagai penentu.

3. Mediator Non Hakim

Dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016,
seorang Mediator didefinisikan sebagai Hakim ataupun individu lainnya yang
memegang Sertifikat Mediator, bertindak selaku pihak netral yang mendukung Para
Pihak yang melalui tahap perundingan guna menemukan alternatif penuntasan
sengketa tanpa harus memakai pendekatan pemutusan ataupun memberikan
paksaan suatu penyelesaian. Dengan kata lain, dapat diartikan mediator bukan
hanya berasal dari profesi hakim, tetapi juga mediator bisa berasal dari pihak

lainnya yang bersertifikat mediator (Mediator Non Hakim).

Mediator non hakim dalam bahasa hukum merujuk pada seorang
profesional yang bertindak sebagai perantara atau fasilitator dalam penuntasan
sengketa diluar sistem peradilan formal, yang tak mempunyai kewenangan hukum

dalam memberi keputusan hukum atau memaksakan keputusan. Pengertian ini
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didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan praktik mediasi yang telah diakui secara
internasional. Dalam konteks hukum, mediator non hakim bertindak sebagai pihak
netral yang memberikan bantuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa

guna meraih kesepakatan yang mampu diterima oleh seluruh pihak.

Mediator wajib untuk mampu menjunjung tinggi prinsip netralitas, yang
berarti mereka tidak boleh memihak kepada salah seorang pihak ataupun
mempunyai kepentingan pribadi dalam hasil mediasi. Mediator non hakim juga
bertindak sesuai dengan prinsip konfidensialitas, menjaga kerahasiaan seluruh
informasi yang diberikan oleh pihak-pihak ketika sedang mediasi, kecuali jika
diperlukan oleh hukum atau ada persetujuan tertulis dari seluruh pihak yang
berkaitan. ' Dalam banyak kasus, mediasi non hakim digunakan untuk
penyelesaian sengketa dalam berbagai konteks, termasuk sengketa bisnis,

perceraian, sengketa properti, konflik keluarga, dan banyak lainnya.

Ini merupakan alat yang berharga dalam sistem hukum modern karena
membantu mengurangi beban pengadilan dan memungkinkan masyarakat untuk
mencari solusi damai untuk konflik mereka. Mediator non hakim memainkan peran
yang penting dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan penyelesaian sengketa
yang berkelanjutan di masyarakat. Keberadaan mediator non hakim saat ini sangat
dibutuhkan mengingat mediator hakim sendiri sudah dibebani dengan banyaknya

kasus yang harus mereka tangani setiap harinya.

1 Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Indonesia, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), hlm. 15
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H. Metode Penelitian

Adapun metode riset yang dipakai pada riset skripsi ini yaitu di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Riset in1 memanfaatkan pendekatan riset hukum normatif (yuridis
normatif). Metode riset hukum kategori ini dikenal dengan riset hukum doktrinal
ataupun riset perpustakaan. Nama tersebut dipilih sebab fokus dalam riset ini
terbatas pada kebijakan tertulis, alhasil keterkaitannya dengan perpustakaan
sangatlah signifikan, mengingat pengumpulan data yang bersifat sekunder terutama
melibatkan sumber-sumber informasi perpustakaan. Kondisi ini disebabkan oleh
penelitian normatif yang berorientasi terhadap studi kepustakaan, yang
memanfaatkan beragam data sekunder sepertihalnya ketentuan hukum, bermacam-
macam teori hukum, dan karya ilmiah dari para cendekiawan. Pada konteks riset
hukum normatif, hukum tertulis dieksplorasi melalui bermacam-macam dimensi,
termasuk aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur ataupun komposisi,
konsistensi, penjabaran umum serta penjabaran di setiap pasal, formalitas, serta
kekuatan mengikat undang-undang, dengan penggunaan bahasa hukum sebagai

wadah ekspresi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam riset ini digunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute

Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), serta Pendekatan
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Kasus (Case Approach) yaitu:

a.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Dalam metode ini, langkah pertama dilaksanakan dengan mengkaji seluruh
aturan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang tengah diselidiki.
Pendekatan tersebut melibatkan evaluasi terhadap konsistensi dan
keselarasan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Temuan dari
penelitian tersebut dapat menjadi dasar argumen untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan tersebut mengacu terhadap prinsip-prinsip hukum, yang mampu
dijumpai pada pandangan para ahli atau ajaran-ajaran hukum. Walaupun tak
diuraikan dengan cara tegas, gagasan hukum juga terdapat dalam
perundang-undangan. Dalam mencari prinsip-prinsip tersebut, peneliti perlu
memahami konsepnya lewat perspektif-perspektif serta ajaran-ajaran yang
ada terlebih dahulu. Dalam riset ini memakai Konsep Perjanjian, Konsep
Hukum Acara Perdata, dan Konsep Mediasi di Pengadilan.

Pendekatan Kasus (Case approach)

Tujuan dari pendekatan kasus pada riset adalah guna mengkaji
implementasi norma-norma ataupun aturan hukum dalam praktek hukum.

Contoh kasus yang dianalisis adalah keputusan pengadilan dengan Nomor

56/Pdt.G/2022/PN Sbw.
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3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada riset ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer
Mukti Fajar serta Yulianto Achmad menguraikan bahwa bahan hukum
primer ialah materi hukum yang mempunyai sifat otoriter, yang berarti
mempunyai kekuasaan, dan termasuk hasil dari aksi ataupun aktivitas yang
dilaksanakan lembaga yang memiliki wewenang, seperti dibawah ini:
a) Kitab Undang — Undang Hukum Perdata;
b) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Perdata;
c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
b. Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder adalah jenis data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara
tak langsung, yang memberi informasi yang mampu menjelaskan bahan
hukum primer. Pada konteks riset ini, digunakan bahan hukum yakni
dibawah ini:
1. Hasil Riset
2. Jurnal
3. Makalah — Makalah, Artikel serta karya tulis.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan yang dapat memberi arahan serta keterangan terhadap data primer

serta data sekunder meliputi sumber sepertihalnya ensiklopedia serta
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kamus. Keterkaitannya terhadap riset ini diharapkan dapat menghasilkan

informasi yang terkini serta sesuai.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier dilakukan
pengumpulan dengan cara studi kepustakaan serta juga memakai teknologi
informasi (internet). Caranya lewat pemakaian teknologi informasi yang
dilaksanakan lewat pengunduhan bahan hukum menggunakan internet. Bahan
hukum yang sudah didapatkan, setelah itu diurutkan serta dikelompokkan selaras
terhadap isu yang sedang dipertimbangkan. Materi hukum yang terkait dengan
masalah yang tengah dianalisis, setelah itu dijelaskan, disusun secara sistematis,
serta dilakukan analisa guna menafsirkan peraturan hukum yang sah.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Informasi yang dihimpun dari riset ini hendak disusun memakai metode
analisa kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penyajian, uraian, dan penjelasan yang
berkualitas mengenai materi penelitian, dengan menekankan penyusunan kalimat
yang terstruktur dan presentasi fakta berdasarkan temuan hasil riset.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penyusunan riset ini, periset memakai Generalisasi yang menjadi
tahapan penalaran yang menciptakan kesimpulan dengan cara umum lewat sebuah

kejadian, perihal, serta lainnya. Generalisasi ialah bagian dari penalaran induktif.
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